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ABSTRAK 

 

(A)  Nama :  Muhammad Rizqi Fadhlillah (NIM: 207181010) 

(B) Judul Thesis :  Penegakan 

(C) Halaman : viii + 153 + lampiran + 2020 

(D) Kata Kunci :  Penegakan Hukum, Kereta Api 

(E) Isi : 

  Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, 

sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan 

prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Moda transportasi 

kereta api saat ini menjadi sebuah kebutuhan baik bagi masyarakat yang 

ingin berpergian antar provinsi maupun  di sekitaran  wilayah ibukota DKI 

Jakarta maupun kota penyanggah ibukota seperti Tangerang, Bogor, dan 

Bekasi yang menggunakan kereta api listrik.. Dasar hukum Perkeretaapian 

yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Dalam 

Pasal 181 ayat  dinyatakan bahwa setiap orang dilarang berada diruang 

manfaat jalur kereta api, akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan 

semestinya karena di areal rel kereta di wilayah rel kereta stasiun Ancol 

sampai stasiun Tanjung Priok Jakarta Utara banyak dijumpai warga yang 

menggunakan areal di sekitar rel untuk mendirikan tempat tinggal untuk 

kepentingan pribadi dan tempat usaha.  Hal tersebut bertentangan dengan 

Undang-Undang yang ada. Sehingga timbul permasalahan yaitu: 

Bagaimanakah penegakan hukum Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian berkaitan dengan warga yang 

membangun pemukiman di daerah Stasiun Ancol sampai  Stasiun Tanjung 

Priok Jakarta Utara dan Bagaimanakah peran dan solusi yang harus 

dilakukan pemerintah dalam menegakan hukum Pasal 181 ayat  (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian terhadap warga yang 

membangun permukiman di daerah Stasiun Ancol sampai Stasiun Tanjung 

Priok Jakarta. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif 

empiris. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa sehingga Pasal 181 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian belum 

berjalan efektif, peran dan solusi dari pemerintah belum maksimal. 
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